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pada kemasannya tidak sesuai dengan keadaan produk
 terdiri atas 3 kategori yaitu: (1) Tindak pidana pelanggaran standar kemasan
produk pangan yang diedarkan. diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan. (2) Tindak pidana pelanggaran Memberi Informasi Pada
Kemasan (label kemasan) yang tidak benar atau tidak sesuai dengan makanan
yang di dalam kemasan. diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan. (3) Tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Hn,.ﬂ
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8, dengan sanksi pidana
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp E.Dﬂfl.ﬂﬂﬂ.mm.ﬂ{}
(dua miliar rupiah). Penegakan hukumnya, dilaksanakan oleh 3 komponen yailu :
(1) Polri. Penegakan hukum oleh Polri berupa penyelidikan dan penyidikan tas
tindak pidana di bidang makan. Penyelidikan dan penyidikan Polri mengacu pada
KUHAP, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang
Undang No,.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (2) Pemerintah.
Pemerintah membentuk BPPOM di setiap Propinsi. Sesekali BP POM besrsama
Polri melakukan Opersi tangkap tangan tindak pidana makanan. Tugas PPNS BU
POM diatur dalam KUHAP dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan. (3) Masyarakat. Sebagian masyarakat membentuk YLKI
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